BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan di dalam
Bab I penulisan ini, maka telah dilakukan analisa pada Bab IV dengan
berlandaskan teori-teori dan aturan-aturan hukum yang telah
dijabarkan dalam Bab Il dan Bab Il penulisan ini. Pada bagian ini
akan ditarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis lakukan pada
bagian sebelumnya.

Pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi kesimpulan,
bahwa:

1. Pengaturan Rechterlijk Pardon adalah suatu rancangan
pengaturan yang baru di dalam Hukum Positif Indonesia,
bahwa pengaturan ini memberikan kewenangan kepada
Hakim untuk memberikan suatu putusan Pemidanaan baru
yaitu, Putusan Pemaafan Hakim. Secara garis besar telah
dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya bahwa
pengaturan ini apabila terjadi suatu perbenturan antara
Kepastian Hukum dengan Keadilan, maka Hakim dapat
mengedepankan Keadilan dan Kemanusiaan daripada
Kepastian Hukum, bahwa terbukti pengaturan ini
merupakan suatu perubahan dari sistem peradilan yang
absolut, menjadi lebih fleksibel, tanpa bersimpangan
dengan asas Persamaan di Hadapan Hukum. Pengaturan ini
memungkinkan suatu perkara yang memenuhi unsur pada
pasal 60 ayat (2) RKUHP, untuk memaafkan terdakwa yang
melakukan tindak pidana dengan berdasarkan pada unsur-
unsur berikut:

1. “Ringannya Perubatan
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat.

91



3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan,
atau yang terjadi kemudian.
4. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi

keadilan dan kemanusiaan.”

Meskipun pengaturan mengenai rechterlijk pardon ini
memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat saja terjadi
penyalahgunaan wewenang oleh Hakim, namun pengaturan
ini dapat meminimalisir penyalahgunaan tersebut, semisal
dikarenakan kewenangan ini terletak pada kewenangan
Hakim yang berarti terdapat pada ruang lingkup Peradilan,
yang mana sifat dari suatu Peradilan adalah diharuskannya
keterbukaan untuk umum, yang dimana Masyarakat
sepenuhnya juga bisa menilai serta mengamati alur
persidangan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga bahwa
pengaturan ini memiliki dampak-dampak positif yang juga
ternyata memang memiliki peran penting dalam Peradilan
yang adil dan bijaksana, antara lain terjaganya keadilan dan
kemanusiaan, terciptanya hukum yang lebih luwes atau
fleksibel, serta dapat menjadi mekanisme yang efektif
untuk menegakkan asas persamaan di hadapan hukum.
Bahwa untuk perkara yang menurut Hakim tidak perlu
menjatuhkan pemidanaan yang akan mengakibatkan
kesengsaraan pada terdakwa, maka Hakim memiliki suatu
pertimbangan baru untuk memberikan maaf pada terdakwa,
maka dengan begini Keadilan yang proporsional dapat
terwujud. Bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah
sebuah Hukum, atau dalam konteks ini, seperangkat aturan
yang dapat menciptakan keadilan yang proporsional, dan
menurut penulis, mekanisme Rechterlijk Pardon yang
terkandung dalam RKUHP dapat mengakomodir kebutuhan

ini.
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2. Pengaturan checklist penuntutan bukanlah suatu pengaturan
yang sifatnya kodifikasi, melainkan suatu revisi dari
modifikasi yang pernah dilakukan. Mekanisme ini sendiri
memiliki kelebihan antara lain proses hukum yang lebih
cepat karena berkurangnya tersangka yang diproses sampai
tahap pemidanaan, berkurangnya akumulasi masalah dalam
persidangan  karena kasus telah terlebih  dahulu
dikesampingkan sebelum proses litigasi, timbulnya
kenyamanan dalam hati khalayak publik karena minimnya
kesalahan penuntutan, serta terhindarnya seseorang dari
resiko stigma yang timbul karena diterapkannya
pemidanaan. Dahulu, pengaturan mengenai checklist
penuntutan acap kali dihapuskan karena besarnya frekuensi
penyalahgunaan mekanisme ini oleh Jaksa Penuntut
Umum. Menurut hemat saya, adalah mustahil apabila suatu
peraturan yang dibuat oleh manusia tidak memiliki celah
yang dapat disalahgunakan oleh sesamanya. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini, menurut hemat saya, adalah tidak
tepat apabila dikaji secara faktual untuk di Indonesia
diterapkan kedua mekanisme baik checklist penuntutan
maupun Rechterlijk Pardon. Hal ini disebabkan dalam
mekanisme checklist penuntutan pihak Jaksa Penuntut
Umum memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
menyalahgunakan haknya, mengingat latar belakang
historis dalam skena kejaksaan di Indonesia, serta sifat
penuntutan yang bersifat tertutup dan memberikan diskresi
yang besar untuk pihak Jaksa Penuntut Umum. Pasal 42
butir (2) dan butir (3) dalam RKUHAP edisi tahun 2011
sendiri menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat

menghentikan proses penuntutan suatu perkara dalam
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rangka menegakkan kepentingan umum, namun dalam
hukum pidana positif Indonesia, maupun dalam RKUHAP
edisi tahun 2011 sendiri belum terdapat pengaturan yang
jelas mengenai parameter kepentingan umum. Adapun
pengaturan mengenai ukuran kepentingan umum tersebut
tercantum pada UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Negara
Republik Indonesia pasal 35 butir (c) yang apabila
ditafsirkan secara otentik menyatakan pada intinya bahwa
seorang Jaksa Agung dapat mengesampingkan proses
penuntutan dalam suatu perkara dalam rangka menegakkan
kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat
negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara,
dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada
perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan
kejahatan bagi semua orang. Oleh karena itu, melihat
keadaan faktual di Indonesia yang tidak mendukung
berjalannya mekanisme checklist penuntutan secara baik,
menurut hemat saya, mekanisme ini sebaiknya ditinggalkan
saja, karena secara historis, mekanisme ini seringkali
disalahgunakan dan tebang pilih, terutama untuk Aparatur
Sipil Negara yang memiliki kedudukan tinggi yang mana
hal tersebut tidaklah ideal, dan sekalipun mekanisme ini
ingin diterapkan secara proporsional di Indonesia, sampai
saat ini Indonesia masih belum memiliki parameter yang
jelas mengenai ukuran kepentingan umum, yang mana hal
ini dapat menimbulkan kegamangan dalam khalayak publik

yang sedang mencari keadilan.
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5.2. SARAN

1. Agar pengaturan mengenai rechterlijk pardon ini dapat berjalan dengan
maksimal, dan bisa lebih efektif dalam meminimalisir adanya
penyalahgunaan wewenang, maka menurut hemat saya, diperlukan adanya
harmonisasi antara RKUHP dan RKUHAP. Sejauh ini di dalam RKUHAP
belum ada ketentuan formil yang mengakomodir pengaturan mengenai
rechterlijk pardon yang mana hal ini dapat menciptakan kesenjangan
antara peraturan yang sifatnya materiil yang terkandung dalam RKUHP
dengan rancangan peraturan formil yang akan digunakan untuk
menegakkan peraturan materiil tersebut.

2. Bahwa sejauh ini, hakim pengadilan hanya dapat menerapkan tiga ragam
putusan dalam suatu kasus pidana, yakni Putusan Pemidanaan, Putusan
Bebas, Putusan Lepas. Apabila mekanisme rechterlijk pardon yang
terkandung dalam RKUHP disahkan maka akan bertambah satu ragam
putusan lain, yakni putusan rechterlijk pardon atau apabila diterjemahkan
secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, Putusan Pemaafan Hakim.
Seyogyanya, hukum formil di Indonesia dapat mengakomodir putusan
tersebut, seandainya ia disahkan, apakah putusan tersebut akan diserap ke
dalam putusan bebas, lepas, atau menjadi suatu ragam putusan tersendiri.
Menurut hemat saya, putusan rechterlijk pardon ini tidaklah tepat untuk
diserap ke dalam ragam putusan bebas atau lepas karena dalam rechterlijk
pardon sang terdakwa harus memenubhi terlebih dahulu unsur-unsur yang
terkandung dalam suatu pasal pidana materiil, namun hakim memberikan
pengampunan terhadapnya dikarenakan adanya keadaan-keadaan tertentu.
Oleh karena itu, akan lebih relevan apabila rechterlijk pardon ini
diakomodir dalam suatu ragam putusan dalam kasus pidana yang berbeda
dalam hukum formil positif di Indonesia.

3. Untuk menjaga konsistensi antara hukum materiil dan hukum formil,
terkait dengan rechterlijk pardon dan checklist penuntutan, dikarenakan

keduanya terkait dengan persidangan pidana, yang mana hal tersebut,
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adalah bagian dari hukum formil, maka seharusnya keduanya hanya
terdapat di RKUHAP saja, karena dapat menimbulkan dualism dasar
hukum Formil apabila terdapat baik di RKUHP maupun RKUHAP.

. Bahwa untuk pengaturan Rechterlijk Pardon harus ada penjelasan
mengenai pengaturan tersebut apakah dapat dilakukan suatu upaya hukum
berupa banding dan kasasi atau putusan Rechterlijk Pardon ini merupakan
suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan suatu
upaya hukum terhadapnya, pengaturan ini haruslah sangat jelas bahwa
mengingat pengaturan tersebut adalah suatu pengaturan yang bersifat baru
di Hukum Positif Indonesia. Sehingga dalam penerapannya kelak tidak

menimbulkan suatu keraguan.
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